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Abstract

Dynastic politics is a phenomenon rooted in Indonesia's democratic system, particularly at the regional government
level. The practice of dynastic politics threatens the principles of meritocracy, equality, and substantive democracy
that form the constitutional foundation of this country. This article aims to analyze the role of public policy law in
preventing dynastic politics practices in regions. The research method used is qualitative with a normative-empirical
legal approach. Data was collected through document studies, literature studies, and analysis of legislation. The
results show that public policy law has a strategic role in preventing dynastic politics through three main mechanisms.
first, normative regulation through legislation that limits dynastic politics practices, second, supervision and law
enforcement mechanisms by state institutions; and third, political education and formation of community legal
awareness. This article recommends the need for harmonization of legislation, strengthening of supervisory
institutions, and revitalization of political education to create a regional democratic system free from dynastic politics
practices.
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional telah menegaskan komitmennya terhadap prinsip
kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa segala kekuasaan pemerintahan bersumber dan
berdasarkan pada kehendak rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem demokrasi di Indonesia,
khususnya pada tingkat pemerintahan daerah, menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik politik
dinasti.

Fenomena politik dinasti di daerah mengacu pada praktik di mana keluarga atau kerabat dari pejabat
publik yang sedang atau pernah menjabat memanfaatkan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya publik
untuk mempertahankan atau memperluas kontrol politik dalam suatu wilayah pemerintahan. Praktik ini tidak
hanya terjadi pada tingkat eksekutif, melainkan juga merambah ke tingkat legislatif, bahkan hingga ke
lembaga-lembaga publik lainnya di daerah.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum dan berbagai lembaga pengamat pemilu, terdapat tren
meningkatnya praktik politik dinasti pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejak tahun 2005 hingga
periode terkini. Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pernah
atau sedang mengalami praktik politik dinasti dalam berbagai bentuknya. Fenomena ini mengindikasikan
adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme demokrasi dan hukum kebijakan publik di daerah.

Politik dinasti memiliki dampak multidimensional yang merugikan. Secara politis, praktik ini
mengurangi ruang partisipasi politik bagi masyarakat umum dan menciptakan oligarki politik lokal. Secara
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ekonomis, politik dinasti cenderung menghasilkan alokasi sumber daya publik yang tidak efisien dan tidak
merata karena orientasi pada kepentingan kelompok tertentu. Secara sosial, praktik ini memperkuat
stratifikasi sosial dan menghambat mobilitas sosial vertikal. Secara hukum, politik dinasti bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keadilan.

Hukum kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan politik dinasti.
Sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian sosial, hukum kebijakan publik dapat dirumuskan untuk
mencegah, membatasi, dan memberikan sanksi terhadap praktik politik dinasti. Namun demikian, efektivitas
hukum kebijakan publik dalam konteks ini masih menjadi perdebatan akademik dan praktis mengingat
kompleksitas dinamika politik lokal dan keterbatasan instrumen hukum yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1)
bagaimanakah kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah? 2)
bagaimanakah mekanisme pengawasan dan penegakan hukum kebijakan publik dalam mencegah praktik
politik dinasti di daerah? 3) bagaimanakah strategi hukum kebijakan publik dalam membangun kesadaran
hukum masyarakat untuk pencegahan politik dinasti di daerah?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris.
Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan terkait
pencegahan politik dinasti, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik dan
implementasi kebijakan tersebut di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan terkait pencegahan politik dinasti. Data sekunder
meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen dari lembaga pengawas pemilu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Analisis data dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis dokumen hukum.
Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Hukum Kebijakan Publik dalam Pencegahan Politik Dinasti di Daerah

Kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah terbentuk dari hierarki
peraturan perundang-undangan yang kompleks, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan daerah. Kerangka ini mencakup aspek konstitusional, legislatif, dan
administratif yang saling terkait.

Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa kekuasaan politik harus bersumber dari dan
dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan kepada kelompok atau dinasti tertentu. Pasal 18, Pasal 18A,
dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang
pemerintahan daerah yang menekankan aspek desentralisasi, otonomi, dan kerja sama antarpemerintahan,
namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang penyelenggaraan
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pemerintahan daerah. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah politik
dinasti, namun terdapat beberapa ketentuan yang secara implisit membatasi praktik tersebut.

Ketentuan yang paling relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur tentang persyaratan
calon kepala daerah, termasuk batasan-batasan terkait hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang
menjabat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pemilihan umum
secara komprehensif, termasuk pemilihan anggota legislatif daerah. Undang-undang ini mengatur tentang
persyaratan calon anggota legislatif, sistem pemilu, dan mekanisme pengawasan. Namun demikian, undang-
undang ini tidak secara spesifik mengatur tentang larangan politik dinasti dalam konteks pemilihan legislatif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang
dapat terkait dengan praktik politik dinasti, khususnya dalam hal penyalahgunaan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok. Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 13 undang-undang ini mengatur tentang
berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan dalam konteks politik dinasti.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur tentang kewajiban penyelenggara negara untuk menjaga integritas
dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan dalam undang-undang ini menjadi
landasan hukum untuk membatasi praktik politik dinasti yang erat kaitannya dengan nepotisme.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran penting dalam kerangka hukum kebijakan
publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota mengatur tentang persyaratan dan proses pencalonan kepala daerah. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah mengatur tentang pemilihan anggota legislatif.

Selain peraturan perundang-undangan formal, terdapat juga kebijakan-kebijakan administratif yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara terkait. Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat
Edaran Komisi Pemilihan Umum, dan kebijakan internal lembaga pengawas lainnya yang mengatur tentang
pencegahan politik dinasti.

Analisis terhadap kerangka hukum ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Pertama, tidak
adanya undang-undang yang secara komprehensif dan eksplisit mengatur tentang larangan politik dinasti.
Ketentuan yang ada bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Kedua, definisi politik dinasti tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
menimbulkan multi-tafsir dalam implementasi. Ketiga, sanksi terhadap pelaku politik dinasti tidak diatur
secara spesifik, melainkan harus dianalogikan dengan ketentuan-ketentuan lain seperti korupsi, nepotisme,
atau pelanggaran pemilu.
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Kebijakan publik dalam konteks ini dapat dirumuskan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan
regulasi melibatkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang dan
menjatuhkan sanksi terhadap praktik politik dinasti. Pendekatan struktural melibatkan perubahan desain
institusi dan sistem politik untuk mengurangi ruang terjadinya politik dinasti. Pendekatan kultural
melibatkan upaya perubahan nilai dan perilaku politik masyarakat.

Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum Kebijakan Publik dalam Pencegahan Politik Dinasti
Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum merupakan komponen krusial dalam efektivitas

kebijakan publik pencegahan politik dinasti. Tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan yang kuat,

norma-norma hukum akan menjadi dead letter dan kebijakan publik akan kehilangan daya pengendalinya.

Lembaga-lembaga pengawasan yang berperan dalam pencegahan politik dinasti meliputi Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman
Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum lainnya.

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam pengawasan tahapan pemilihan umum,
termasuk verifikasi persyaratan calon. Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk menolak pencalonan yang
tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian,
kewenangan Komisi Pemilihan Umum terbatas pada aspek administratif pemilu dan tidak mencakup
pengawasan substantif terhadap praktik politik dinasti secara komprehensif.

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan pengawasan yang lebih luas, termasuk
pengawasan terhadap pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilihan
Umum dapat menerima laporan, mengadakan investigasi, dan mengajukan perkara ke pengadilan terkait
pelanggaran pemilu. Dalam konteks politik dinasti, Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat mengawasi
praktik-praktik seperti politik uang, intimidasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terkait dengan
politik dinasti.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki peran penting dalam mengusut tindak pidana korupsi yang
terkait dengan politik dinasti. Praktik politik dinasti seringkali disertai dengan penyalahgunaan anggaran
daerah, pengaturan proyek untuk kepentingan keluarga pejabat, atau pemanfaatan sumber daya negara untuk
kampanye politik. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengusut dan menuntut pelaku-pelaku tindak
pidana korupsi dalam konteks ini.

Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang
baik. Ombudsman dapat menerima pengaduan masyarakat terkait maladministrasi yang terkait dengan
praktik politik dinasti, seperti nepotisme dalam penempatan pegawai atau alokasi proyek pemerintah.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administrasi
pemerintahan, termasuk keputusan yang terkait dengan pencalonan atau pengangkatan pejabat daerah.
Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tindak pidana korupsi yang terkait dengan politik dinasti.

Analisis terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menunjukkan beberapa
permasalahan. Pertama, koordinasi antarlembaga pengawas masih lemah sehingga sering terjadi tumpang
tindih kewenangan atau celah pengawasan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada
lembaga pengawas menghambat efektivitas pengawasan. Ketiga, intervensi politik terhadap lembaga
pengawas masih menjadi ancaman serius. Keempat, proses penegakan hukum seringkali memakan waktu
lama sehingga tidak efektif dalam mencegah praktik politik dinasti yang bersifat preventif.
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Kebijakan publik dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum dapat diarahkan pada penguatan
kapasitas lembaga pengawas, peningkatan koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap independensi
lembaga pengawas, dan percepatan proses penegakan hukum. Diperlukan juga penguatan mekanisme
pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil dan media massa sebagai watchdog demokrasi.
Strategi Hukum Kebijakan Publik dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat untuk
Pencegahan Politik Dinasti

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi penting dalam pencegahan politik dinasti. Tanpa
kesadaran hukum yang memadai, masyarakat dapat menjadi objek manipulasi politik dan tidak mampu
melakukan pengawasan terhadap praktik politik dinasti. Strategi hukum kebijakan publik dalam membangun
kesadaran hukum harus bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aktor.

Pendidikan politik menjadi instrumen utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
Pendidikan politik tidak hanya terbatas pada pengetahuan formal tentang sistem politik, melainkan juga
meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, mekanisme demokrasi, dan kemampuan
kritis dalam mengevaluasi praktik politik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mengamanatkan adanya pendidikan politik bagi masyarakat.

Pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui berbagai saluran. Pendidikan formal melalui
kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dapat mengintegrasikan materi-materi tentang demokrasi, hak
konstitusional, dan etika politik. Pendidikan nonformal melalui pelatihan, seminar, dan workshop dapat
diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang strategis. Pendidikan informal melalui media massa,
kampanye sosial, dan diskusi publik dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Media massa memiliki peran ganda dalam membangun kesadaran hukum. Secara positif, media massa
dapat menjadi alat edukasi dan pengawasan dengan menyajikan informasi obyektif tentang praktik politik
dinasti dan dampaknya. Secara negatif, media massa dapat menjadi alat propaganda bagi politik dinasti jika
dikuasai oleh kelompok politik tertentu. Kebijakan publik harus mengatur tentang kebebasan pers yang
bertanggung jawab dan mencegah monopoli media oleh kelompok politik.

Masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah berperan sebagai agen pendidikan politik dan
pengawasan. Lembaga-lembaga seperti Indonesia Corruption Watch, Perludem, and The Asia Foundation
telah melakukan berbagai kegiatan advokasi dan edukasi terkait pencegahan politik dinasti. Kebijakan publik
harus menciptakan ruang partisipasi yang kondusif bagi masyarakat sipil dan melindungi aktivitas advokasi
mereka.

Teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru dalam membangun kesadaran hukum.
Platform digital dapat digunakan untuk diseminasi informasi, mobilisasi publik, dan pengawasan partisipatif.
Namun demikian, kebijakan publik juga harus mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi yang bertanggung jawab dan mencegah penyebaran misinformasi atau hoaks yang dapat
merusak proses demokrasi.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional seperti
patron-klien, kesetiaan primordial, dan hierarki sosial menjadi tantangan dalam membangun kesadaran
hukum modern. Kebijakan publik harus mampu mengubah budaya hukum ini secara bertahap melalui
pendidikan, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Strategi hukum kebijakan publik dalam membangun kesadaran hukum dapat dirumuskan dalam
beberapa dimensi. Dimensi normatif melibatkan penegasan norma-norma anti-politik dinasti dalam
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peraturan perundang-undangan. Dimensi institusional melibatkan penguatan lembaga-lembaga pendidikan
politik dan pengawasan partisipatif. Dimensi instrumental melibatkan penggunaan berbagai alat dan metode
untuk diseminasi informasi dan edukasi. Dimensi kultural melibatkan upaya perubahan nilai dan sikap
masyarakat terhadap praktik politik dinasti.

Berdasarkan analisis terhadap tiga aspek utama peran hukum kebijakan publik dalam pencegahan
politik dinasti, dapat diidentifikasi bahwa efektivitas kebijakan publik bergantung pada sinergi antara ketiga
aspek tersebut. Kerangka hukum yang kuat menjadi dasar bagi mekanisme pengawasan dan penegakan
hukum, sementara kesadaran hukum masyarakat menjadi fondasi bagi legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Permasalahan utama dalam implementasi hukum kebijakan publik pencegahan politik dinasti adalah
adanya gap antara norma hukum dan praktik sosial-politik. Norma hukum yang ada seringkali tidak mampu
mengubah praktik politik yang telah mengakar dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Politik dinasti tidak
hanya merupakan masalah hukum, melainkan juga masalah politik, ekonomi, dan sosial yang memerlukan
solusi komprehensif.

Dalam perspektif hukum progresif, kebijakan publik tidak boleh hanya bersifat represif, melainkan
juga harus bersifat transformatif. Kebijakan publik harus mampu mengubah struktur kekuasaan yang
memungkinkan terjadinya politik dinasti. Hal ini melibatkan perubahan dalam sistem pemilu, sistem partai
politik, sistem ekonomi lokal, dan struktur sosial patron-klien.

Dalam perspektif tata kelola yang baik, pencegahan politik dinasti memerlukan kolaborasi antara
pemerintah, lembaga pengawas, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pendekatan top-down melalui regulasi
dan penegakan hukum harus dikombinasikan dengan pendekatan bottom-up melalui partisipasi masyarakat
dan pengawasan publik.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kerangka hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti di daerah terbentuk dari hierarki
peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentaris dan tidak eksplisit. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum, dan berbagai peraturan terkait mengandung ketentuan-ketentuan yang
secara implisit membatasi praktik politik dinasti, namun tidak secara komprehensif mengatur definisi,
larangan, dan sanksi terhadap politik dinasti. Kebijakan publik yang efektif memerlukan harmonisasi dan
pengayaan kerangka hukum ini.

2. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum kebijakan publik dalam pencegahan politik dinasti
melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, dan aparat penegak hukum. Namun
demikian, efektivitas mekanisme ini terhambat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan
sumber daya, intervensi politik, dan lamanya proses penegakan hukum. Penguatan kapasitas dan
independensi lembaga pengawas menjadi kebutuhan strategis.

3. Strategi hukum kebijakan social dalam membangun kesadaran hukum social808kat meliputi pendidikan
politik, penguatan peran media massa, pemberdayaan social808kat sipil, dan pemanfaatan teknologi
informasi. Tantangan utama adalah mengubah budaya hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai
tradisional patron-klien dan hierarki social. Kebijakan social harus bersifat multidimensional dan
melibatkan berbagai socia dalam proses transformasi social.
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